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SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKI.JMPI.]I.A,N LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

PENDIDIKAN TIN@I KESEHATAN INDONESIA (PERKI.JMPI.JI-A,N I,.A,M.PTKeS)
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06 764-AM-PTKe s / Akr / hr /XI / 2O2O

Tentang

STATUS, NII.AI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STT]DI SANANA KEDOKTERAN GIGI -

UNTVERSITAS BRAWUAYA, MAI.A,NG .

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 291/P/2O1,4 tanggal 17 Oktober 2014 tentang
Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan;

2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/Y.L/2O15 tanggal 2 Februari 2015
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Ting8f (Menristek Di]<ti) tentang
operasionalisasi t-AM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada
tanggal 1 Maret 2015;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-mKes No.
OO4[PP/O9. 201 5 tanggal I I September 2015 tentang Peni-laian Akreditasi
Program Studi Kesehatan di l-AM-PTKes;

4. Bahwa sesuai Surat Kepurusan Pengurus no. 32/SK/K/O9.2O2O
pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-l9 unruk Program
Srudi Kedokteran (semua jenjang), Progam Studi Kedokteran Gigi (semua
jenjang) dan Program Studi Farmasi (enjang Sarjana dan Profesi
Apoteker) dilakukan secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi
Iapangan.

5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan
sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua
Perkumpulan IAM-mKes.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran;

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemedntah Nomor
19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, io Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peran[an Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

I



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

9. Peraturan Pemedntah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tingg;

11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Lrdonesia No. 5

Tahun 2020 tentang Ala'editasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU -

30.AH.01.07. Tahun 2Ol4 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perkumpu-Ian LAM-PTKeS Indonesia;

15. Kepurusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKES No. 3 2/SK/K,/09.2020
tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-Ig.

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 012/["A,M-PTKes/BA
Akr Bll/2O2O tanggal 18 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Starus, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI I.]NTVERSITAS
BRAWUAYA, MAI.ANG

STATUS : TERAKREDITASI
NII.AI : 363 CTIGA RATUS ENAM PULUH TIGA).
PERINGKAT : A(SANGAT BAIK)-

Status, ni]ai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku seLama I
(Satu) tahun.

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan
program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat
akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

18 Desember 2020 'Pada

L

Chatib Warsa, Sp. MK., PhULU

)

Kelima

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3, Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/D ektur Perguruan Tinggi yang bersangkutan


